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Penelitian ini bertolak dari adanya pandangan masyarakat bahwa melalui isbat
nikah status perkawinan akan menjadi jelas di mata agama dan hukum serta berbagai
kelemahan dan ancaman terhapus hak-hak anak yang terlahir dari perkawinan ‘siri’
akan mendapat perlindungan hukum sempurna apabila isbat nikah diterima oleh
Pengadilan Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hukum Hakim Pengadilan
Agama Barabai tentang akibat hukum dari isbat nikah yang telah memiliki akta
kelahiran dan alasan hukum kenapa hakim menerima isbat nikah yang telah memiliki
akta kelahiran.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum emperis (sosiologis) berupa
penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian hukum yang berusaha
memperoleh data dari data primer atau data diperoleh secara langsung dari Hakim
Pengadilan Agama Barabai tentang akibat hukum dari isbat nikah yang telah memiliki
akta kelahiran dan alasan hukum. Di samping itu dilakukan pula kajian teori sebagai
komparasi dalam memberikan analisis.

Dari penelitian kualitatif ini didapat kesimpulan: Pertama, pendapat hukum
Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang akibat hukum dari isbat nikah memiliki
Akta Kelahiran anak bahwa merujuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI mengatur bahwa perkawinan
bawah tangan yang dari pemeriksaan isbat nikah apabila dapat dibuktikan pernikahan
berlangsung sah, terpenuhi rukun dan syaratnya serta tidak ada larangan perkawinan
yang dilanggar menurut Hukum Islam dan undang-undang, maka perkawinan ini patut
dinyatakan sah dan anak dari perkawinan ini sah berdasarkan hukum. Guna pengakuan
dan perlindungan hak-hak dasar anak dapat memberikan rekomendasi kepada
Disdukcapil untuk bisa menerbitkan Akta Kelahiran anak dengan merujuk keputusan
Pengadilan Agama Barabai tentang sahnya perkawinan dan anak yang terlahir dari
perkawinan ini. Kedua, Alasan hukum Hakim Pengadilan Agama Barabai menerima
isbat nikah yang memiliki Akta Kelahiran adalah tugasnya menerima, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan setiap perkara dan adanya larangan menolak perkara
karena hukumnya belum jelas atau tidak ada. Hakim mengabulkan permohonan ishat
nikah selama subyek dan obyek dimohonkan masuk yuridis Pengadilan Agama
Barabai dan pada saat pemerikasaan terbukti pernikahan dilaksanakan menurut syariat
Islam, terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Mengenai permohonan menerbitkan
Akta Kelahiran anak dengan tegas Majelis Hakim menolaknya, karena menerbitkan
Akta Kelahiran sepenuhnya kewenangan Disdukcapil.



